Belanja Tak Terduga- Update Info Terbaru Bencana Tanah Longsor di Tana Toraja

Sumber gambar:

https://www.tempo.co/politik/update-info-terbaru-bencana-tanah-longsor-di-tana-toraja-67808

Bencana tanah longsor terjadi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam, 13 April
2024. Penyebab terjadinya bencana alam tanah longsor itu diduga dipicu hujan dengan
intensitas sedang-tinggi selama beberapa hari dan kondisi tanah yang tidak stabil
mengakibatkan terjadinya tanah longsor yang menimbun sejumlah rumah beserta penghuninya
sekitarnya.

Kerugian akibat bencana alam tersebut ditaksir ratusan juta. Berikut update info soal bencana
tanah longsor yang terjadi Tana Toraja:

Dua korban ditemukan meninggal

Dua korban bencana longsor di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya dinyatakan
hilang telah ditemukan tim pencarian dan pertolongan pada Senin kemarin, 15 April 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan,klik di sini

Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal di Kelurahan Manggau, Kecamatan
Makale, dan jenazahnya langsung disemayamkan di Rumah Sakit Lakipadada.

Dengan penemuan dua korban ini, total korban jiwa bencana longsor di Tana Toraja ini menjadi
20 orang. Rinciannya; 16 orang ditemukan di Desa Manggau, Kecamatan Makale, dan empat
korban lainnya sebelumnya ditemukan di Desa Lembang Randan Baru, Kecamatan Makale
Selatan.

Pencarian dihentikan
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Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana atau BNPB Abdul Muhari mengatakan, dengan penemuan korban tersebut, operasi
pencarian dan pertolongan dihentikan. Namun tim gabungan tetap bersiaga atas kemungkinan
laporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya.

Terkendala cuaca buruk

Ia juga menjelaskan, upaya pencarian dan pertolongan sedikit terkendala oleh cuaca buruk,
dengan kabut dan hujan intensitas sedang hingga tinggi, yang menyebabkan tim gabungan
harus menghentikan operasi demi keamanan.

Proses pencarian juga terhambat oleh medan terjal dan akses yang terputus, sehingga sulit bagi
alat berat untuk mencapai lokasi terdampak.

"Namun, dengan kerja keras tim gabungan dan partisipasi warga setempat, operasi pencarian
dan pertolongan berjalan lancar," ujar Muhari.

Menurut dia, BNPB juga mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak, dipimpin oleh Deputi
Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, yang mewakili Kepala BNPB Letjen TNI
Suharyanto. Hal ini, sebagai bentuk dukungan percepatan penanganan dampak bencana tanah
longsor di Tana Toraja.

Dukungan logistik

Tak hanya itu, kata Muhari, BNPB juga membawa sejumlah dukungan logistik dan peralatan;
mencakup tenda pengungsi, tenda keluarga, sembako, makanan siap saji, hygiene kit, selimut,
matras, kasur lipat, velbed, light tower, genset, pompa alkon, penjernih air dan chain saw.

"Ada pula Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp 250 juta untuk operasional penanganan darurat
hingga pemulihan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak," ujar dia.

Dievakuasi ke gereja

BNPB sebelumnya melaporkan sebanyak 77 orang warga Makale dan Makale Selatan, Tana
Toraja, Sulawesi Selatan, dinyatakan selamat dari bencana longsor dan sudah berhasil
dievakuasi oleh tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan.

Muhari mengatakan, puluhan orang korban selamat tersebut dievakuasi petugas SAR gabungan
ke posko darurat yang didirikan pada halaman gereja desa setempat.

"Posko dan dapur umum pun sudah didirikan guna pemenuhan kebutuhan warga terdampak
dan tim evakuasi," ujarnya.

Adapun dalam hal ini, Sebanyak 20 warga meninggal dunia akibat tanah longsor yang terjadi
di dua wilayah di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam (13/04). Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa pemerintah di daerah rawan longsor
perlu lebih sigap dalam melihat tanda-tanda bencana.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari,
mengatakan bahwa semua peralatan untuk deteksi dini bencana tanah longsor - mulai dari
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indikasi kawasan rawan hingga peringatan cuaca - sudah difasilitasi bagi pemerintah daerah.
Sehingga, seharusnya bencana yang menelan jiwa bisa dihindari.

“Jadi penanggulangan bencana ini, ujung tombaknya pemerintah daerah. Sekarang informasi
apa lagi yang diperlukan? Peta daerah sudah ada, peta risikonya sudah ada. Terus sekarang,
prakiraan cuaca BMKG alatnya sudah ada di situ.

“Teknologi praktisnya untuk melihat gejala alam sudah kami ajarkan. Proses belajar ini juga
harus kita dorong ke pemerintah daerah,” tegas Abdul.

Theofilus Allorerung, Bupati Tana Toraja, mengatakan bahwa sebelum terjadi bencana tanah
longsor yang menewaskan 20 warga, pemerintah daerah sudah memberikan imbauan kepada
warga.

Adapun dalam hal ini, Per tanggal 9 September 2024, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) melaporkan telah terjadi 1.351 kejadian bencana di seluruh Indonesia.
Bencana-bencana ini mencakup berbagai jenis, dari banjir dan gempa bumi hingga cuaca
ekstrem, kekeringan, dan erupsi gunung api.

Data ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penanggulangan
bencana alam di tahun ini.

Banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2024, dengan total 759 kejadian.
Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kejadian banjir terbanyak,
mencapai 64 kasus.

Sulawesi Selatan mengikuti dengan 60 kejadian. Sementara itu, di luar Sulawesi, Jawa Barat
melaporkan 52 kejadian banjir, disusul oleh Jawa Tengah dengan 50 peristiwa, dan Jawa Timur
dengan 44 kejadian.

Salah satu insiden banjir yang paling serius terjadi pada awal Mei 2024 di Sulawesi Selatan, di
mana banjir tersebut menyebabkan 15 orang meninggal dunia. Curah hujan yang ekstrem
mengakibatkan arus sungai menjadi deras dan berpotensi memperburuk kondisi evakuasi.

Selain banjir, kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian utama. Tercatat 240 kasus
karhutla di seluruh Indonesia, dengan Jawa Timur sebagai provinsi yang mencatatkan jumlah
tertinggi, yakni 55 kejadian. Aceh mengikuti dengan 32 kasus, disusul Jawa Tengah dengan 27
kejadian dan Sumatra Utara dengan 24 kasus.

Cuaca ekstrem mencatatkan 205 kejadian di tahun ini, sementara tanah longsor tercatat
sebanyak 89 kejadian. Kekeringan terjadi dalam 35 kasus, sedangkan gempa bumi tercatat 12
kali. Selain itu, terdapat 8 kejadian gelombang pasang dan abrasi serta 3 erupsi gunung api.
Tidak ada laporan mengenai tsunami di tahun 2024.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kategori merah, menunjukkan lebih dari 150 bencana alam
telah terjadi di sana. Rinciannya meliputi 52 kejadian banjir, 49 cuaca ekstrem, 31 tanah
longsor, 9 kekeringan, dan 8 kebakaran hutan dan lahan.
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Bencana di tahun 2024 telah mengakibatkan 351 orang meninggal dunia, 48 dinyatakan hilang,
721 orang luka-luka, dan 4,52 juta orang menderita serta mengungsi. Kerusakan rumah juga
signifikan, dengan 26.113 rumah mengalami kerusakan ringan, 7.703 rusak sedang, dan 6.894
rusak parah, menjadikan total 40.710 rumah yang terdampak bencana.

Tidak hanya rumah yang terkena dampak; 449 satuan pendidikan, 322 rumah ibadat, dan 44
fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan.

Dengan situasi yang terus berkembang, BNPB bersama berbagai instansi terkait terus berupaya
untuk menangani bencana ini dan memberikan bantuan kepada korban. Penanggulangan
bencana yang efektif dan sistematis tetap menjadi kunci untuk mengurangi dampak dari
bencana alam yang kerap melanda Indonesia.

Adapun dalam hal ini, salah satu korban banjir di Kabupaten Wajo yang sebelumnya
dinyatakan hilang, Ambo Ale (66 tahun), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,
Minggu, 5 Mei 2024. Dengan ditemukannya Ambo Ale, maka korban meninggal dunia akibat
banjir yang terjadi pada Jumat, 3 Mei 2024, menjadi 13 orang.

"Saudara kita yang sedang dalam pencarian, Ambo Ale, kemarin telah ditemukan dalam
kondisi meninggal dunia. Semoga pihak keluarga bisa diberi ketabahan," kata Kepala BPBD
Sulsel, Amson Padolo, Senin, 6 Mei 2024.

Amson Padolo juga menyampaikan bahwa kondisi pasca-bencana alam di Wajo telah
berangsur kondusif. Ia mengatakan, banjir yang melanda empat kecamatan, yaitu Belawa,
Sabbang Paru, Tempe, dan Tana Sitolo, telah menyebabkan kerugian dan kesedihan yang
mendalam bagi masyarakat setempat.

"Sekarang kondisinya sudah berangsur pulih," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel, Muhammad Igbal telah menyampaikan bahwa
proses penerbitan surat akte kematian dapat dilakukan bagi korban yang meninggal dunia dan
telah ditemukan.

"Surat ini penting sebagai dasar hukum bagi ahli waris untuk mengklaim asuransi dan bantuan
lainnya," terang Igbal.

Dua hari sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, telah meninjau titik-titik
terparah di Wajo, akibat dilanda banjir. Di Wajo sendiri, 12 ribu warga terdampak. (*)

Sumber Berita:

1. https://www.tempo.co/politik/update-info-terbaru-bencana-tanah-longsor-di-tana-
toraja-67808

2. https://www.bbc.com/indonesia/articles/creynrww3340

3. https://www.rri.co.id/nasional/963878/indonesia-hadapi-1-351-bencana-hingga-
september-2024
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68
yang menyatakan:

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan
pengeluaran anggaran atas Beban APBD  untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-
tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi,
menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta
pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan  ulang capaian Program dan  Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf adiformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA
SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69
yang menyatakan:

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundange undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
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(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia  anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian
luar  biasa  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya
dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang
diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak termasuk pengeluaran
keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.

b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan
pada SKPD dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
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7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
2) memeriksa kas secara periodik;
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul
PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
1) besaran anggaran,;

2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu
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memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

1. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit
organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan
Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  secara  administratif bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

1. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab
secara administratif dan fungsional.

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan ~ membuat
laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan
disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD
dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
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S. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada
Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi
baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan,
tindakan, dan/atau  aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran
Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang
cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam
APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 52 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan
terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan wuntuk menganggarkan pengeluaran

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah
daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
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Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi
pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban
bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan
penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga
adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan
oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan
internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan ~ pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok
pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai
keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA
SKPD.

€. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
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f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD
terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari
kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i.  Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai
keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya
serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu
dalam Perubahan DPA SKPD.

] Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat
dilakukan dengan tahapan:

1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-
alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan
tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan
tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana
kebutuhan belanja.

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak
dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit
SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
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2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam hurufa
dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan ~ perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

1. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan
darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD
yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak ~ terduga  terlebih
dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan ~ perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja
tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
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